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ORINEWS.id – Publik sangat menantikan pernyataan jujur dari
Presiden ke-7 Joko Widodo terkait sengkarut persoalan pagar
laut di berbagai titik di perairan Indonesia.

Menurut Pengamat Politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan
Hakim, sengkarut penanganan kasus pagar laut di pesisir laut
utara Pulau Jawa membutuhkan langkah yang lebih serius.

Koordinasi  antara  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) harus makin padu. Pihak yang
mengaku memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) harus
segera dikonfirmasi.

“Konfirmasi yang dimaksud, tidak hanya meminta keterangan dan
bukti  kepemilikan  kepada  Agung  Sedayu  Group  (ASG),”  kata
Wildan kepada RMOL, Selasa 28 Januari 2025.

“Menteri  ATR/BPN  sebelumnya  bisa  segera  diundang  untuk
memberikan keterangan resmi dan terperinci. Untuk mendalami
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latar belakangnya kasus ini, Presiden RI ke-7 Joko Widodo bisa
diundang untuk menjadi informan kunci guna mengungkap kasus
ini,” sambungnya.

Wildan  menilai,  apapun  pernyataan  resmi  Jokowi  atas  kasus
pagar laut tetap menarik untuk dicermati.

“Publik Indonesia juga sedang menanti niat baik seorang Jokowi
untuk ikut berbicara secara jujur atas kasus ini. Beliau bisa
menjadi  informan  kunci.  Namun  perlu  diingat  juga,  Jokowi
tetaplah  politikus  yang  akan  selalu  berhitung  dalam
mengomentari  setiap  kasus,”  terang  Wildan.

Dosen  ilmu  komunikasi  Universitas  Al  Azhar  Indonesia  ini
menilai,  dalam  kasus  pagar  laut  di  wilayah  Desa  Kohod
Kecamatan Pakuhaji Provinsi Banten, Kepala Kantor Pertanahan
dan Kantor Wilayah terkait yang berada di bawah Kementerian
ATR/BPN harus segera dimintai keterangan.

Upaya menggali keterangan kepada para elit Politik dan mantan
pejabat publik perlu dilakukan guna memberikan gambaran yang
utuh atas kasus ini.

“Nah  Kakanta  dan  Kanwil  terkait  juga  harus  dimintai
keterangan.  Sebab,  SHGB  yang  dimiliki  Agung  Sedayu  Group
diperoleh setelah memenuhi serangkaian prosedur teknis yang
bersifat baku,” kata Wildan.

“Saya kira, Mas Nusron Wahid bisa dengan cakap menangani kasus
ini. Beliau itu a very talented political person. Kasus ini
memang bersinggungan secara politis dengan tokoh-tokoh di masa
pemerintahan  sebelumnya,  namun  tetap  harus  diungkapkan,”
pungkas Wildan.[source:rmol]
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